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Abstrak
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk bahan pertimbangan terutama bagi Pejabat Pembina Kepegawaian
dalam menyikapi permasalahan Kepegawaian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Judul skripsi
ini diangkat karena masih terdapat ketidaksesuaian antara hasil analisis jabatan dengan penempatan pejabat
eselon IV dan masih terdapatnya jabatan yang kosong. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
melalui paradigma kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih untuk memahami dan memberi petunjuk
pada permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini yakni mengenai Analisis Jabatan Aparatur Pemerintah pada
jabatan eselon IV di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Lokasi penelitian dilakukan di
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, dengan subjek penelitian Sekretaris Daerah, Kepala Kantor
Kepegawaian dan Diklat, Kepala Bagian Organisasi, dan Kassubbag Formasi dan Anjab. Kesimpulan dalam
penelitian ini adalah belum ada kesesuaian jabatan eselon IV dengan hasil analisis jabatan dan  penyebab
kekosongan jabatan adalah keterbatasan SDM dan kuantitas PNS. Untuk itu dalam memahami tentang analisis
jabatan aparatur pemerintah hendaknya menerapkan prinsip the right man on the right place untuk mencapai
aparatur pemerintahan yang profesional, netral dan akuntabel, serta sejahtera.

Kata Kunci : Analisis Jabatan, penempatan pejabat dan kesesuaian jabatan

Abstract
This thesis is mainly intended for consideration for Trustees Personnel officials in addressing the staffing
problems that exist in the District Secretariat Sekadau. The title of this thesis was appointed as still there is a
mismatch between the results of the job analysis and placement Echelon IV is the presence of vacant positions.
This research uses descriptive type of research through qualitative paradigm. selected descriptive qualitative
research to understand and provide guidance on issues that will be examined in this regard that the Government
of the Job Analysis Apparatus echelon IV in Environmental Secretariat Sekadau regency, with research subjects
Sekadau District Secretary, Office of the Chief of Personnel and Training Sekadau District, head of Secretariat
of the Organization of Regional and Sub-Section Head of Organization Formation and Anjab Sekadau District
Regional Secretariat.Conclusion of this research is the analysis of the position is not in accordance with job
requirements: rank / class space, education, and training in the office. for it is in the understanding of job
analysis of government officials should apply the principle of the right man on the right place to achieve
government professional, neutral and accountable, and prosperous.

Keywords: job analysis, job requirements, and job suitability.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Upaya mewujudkan sistem pemerintahan

yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu

menjadi keinginan terbesar rakyat Indonesia saat

ini. Salah satu unsur penyelenggara pemerintahan

yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya

reformasi adalah penataan aparatur pemerintah

yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi

pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen

sumber daya pegawainya.

Manajemen sumber daya manusia diperlukan

mengingat kondisi aparatur negara yang dewasa ini

kian hari kian buruk terlihat dari kondisi kualitas

profesionalisme rata-rata birokrasi yang masih

belum memuaskan. Manusia merupakan faktor

paling menentukan dalam setiap organisasi,

termasuk dalam hal ini birokrasi pemerintah yang

diwakili sumber daya aparatur sebagai birokrat.

Seperti yang kita tahu terdapat kesenjangan antara

kinerja yang diharapkan dengan kinerja nyata yang

dihasilkan, hal ini disebabkan oleh masih

rendahnya kualitas PNS. Akibatnya, terjadi

ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi

individu dengan syarat jabatan dan standar

kompetensi jabatan.

Reformasi birokrasi yang dihadapkan pada

permasalahan tersebut dapat lebih efektif apabila

dimulai dengan mereformasi para pemimpin agar

memberi dampak hirarki secara berjenjang bagi

para bawahannya. Reformasi tersebut dapat

dilakukan melalui penataan sistem yang dapat

membantu mengubah sudut pandang para calon

pemimpin di setiap eselon. Untuk itu, seleksi

pejabat publik merupakan titik strategis bagi

keberhasilan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2011 dikeluarkan peraturan

tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu

kebijakan Moratorium penerimaan Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) dan perhitungan jumlah

kebutuhan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian

Keuangan Nomor : 02/SPB/M.Pan-RB/8/2011,

800-632 Tahun 2011, 141/PMK.01/2011 tanggal

24 Agustus 2011 Tentang Penundaan Sementara

Penerimaan CPNS sejak tanggal  1 September 2011

– 31 Desember 2012. Moratorium adalah kebijakan

penundaan sementara penetapan tambahan formasi

untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, guna mengoptimalkan kinerja

aparatur dan efisiensi anggaran serta pelaksanaan

penataan organisasi dan penataan PNS sebagai

bentuk manajemen sumber daya aparatur. Selama

masa penundaan dilakukan penghitungan jumlah

kebutuhan PNS yang didasarkan pada analisis

jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataan

kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan

dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal ini diselaraskan dengan Visi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-

2025) di bidang aparatur negara yaitu

“Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik

(good governance), pemerintahan yang bersih

(clean government), dan bebas KKN” dengan misi

“ Mewujudkan aparatur negara yang netral,

bertanggung jawab, profesional, transparan,

akuntabel, bebas KKN, serta melayani dan

memberdayakan masyarakat”.

Pelaksanaan reformasi birokrasi berupa

penataan kelembagaan, ketata-laksanaan dan

kepegawaian yang berbasis pada kinerja

dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan

organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil

yang berdayaguna dan berhasil guna. Analisis

jabatan bisa diuraikan pengertiannya, yaitu :

analisis adalah mengurai secara teliti satu per satu

orang sedangkan jabatan adalah sekelompok tugas
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yang dilembagakan dan dibebankan pada  seorang

pemegang jabatan baik  struktural maupun

fungsional. Jadi analisis jabatan adalah

menguraikan satu per satu tugas yang

dilembagakan dan dibebankan pada seorang

pemegang jabatan baik struktural maupun

fungsional.

Analisis jabatan nantinya akan menghasilkan

informasi jabatan yang berguna bagi pengambil

kebijakan untuk proses seleksi, pendidikan dan

latihan, promosi, pemindahan dan kompensasi

sesuai dengan beban kerja yang dijalankan. Untuk

memperoleh informasi jabatan yang lengkap dan

benar maka sebelum analisa jabatan dilakukan

perlu dibuat perencanaannya. Analisa jabatan

merupakan dasar dari manajemen kepegawaian.

Dalam prakteknya analisis jabatan memberikan

dasar yang realistis bagi pegawai dalam jabatan

tertentu sehingga dapat bekerja secara efisien yang

mana kemampuan aparatur pemerintah tersebut

dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai

dengan latar belakang pendidikan yang ada.

Tujuan akhir yang hendak dicapai dengan

dilaksanakannya analisis jabatan ini adalah

terciptanya manajemen kepegawaian yang baik

yaitu dengan menerapkan prinsip the right man on

the right place. Fenomena yang terjadi saat ini

adalah belum adanya kesesuaian penempatan

dalam jabatan eselon IV di Sekretariat Daerah

Kabupaten Sekadau. Ketidaksesuaian penempatan

dalam jabatan yaitu antara latar belakang

pendidikan, diklat yang telah diikuti, pangkat

golongan dan ruang yang belum sesuai  persyaratan

jabatan yang ditentukan.

Pengangkatan PNS dalam jabatan yang belum

didasarkan pada syarat jabatan dan standar

kompetensi jabatan, karena kurangnya inisiatif dan

komitmen dalam mengimplementasikannya. Oleh

karena itu, perlu optimalisasi manajemen

kepegawaian,   dengan dukungan informasi jabatan

yang komprehensif. Informasi jabatan diperoleh

dari kegiatan analisis jabatan yang dilaksanakan di

setiap instansi pemerintah. Hasil analisis jabatan

harus  dimanfaatkan secara maksimal untuk

manajemen kepegawaian, kelembagaan,

ketatalaksanaan dan pengawasan.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka

yang menjadi rumusan permasalahan adalah

mengapa terjadi  ketidaksesuaian antara hasil

informasi analisis jabatan dengan penempatan

jabatan serta masih terdapat kekosongan jabatan

aparatur pemerintah pada  jabatan eselon IV di

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Ketersediaan informasi untuk jabatan eselon

IV sebagai bahan  menganalisis kesesuaian

antara persyaratan jabatan dengan penempatan

aparatur pemerintah dalam kegiatan analisis

jabatan pada jabatan eselon IV di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.

b. Untuk  menganalisis penyebab kekosongan

jabatan pada jabatan eselon IV di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.

4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna untuk

mengembangkan ilmu pemerintahan, khususnya

dalam memahami tentang analisis jabatan aparatur

pemerintah terutama dalam menerapkan prinsip the

right man on the right place untuk mencapai

aparatur pemerintahan yang profesional, netral dan

akuntabel, serta sejahtera.

b. Secara Praktis

Secara praktis dapat berguna sebagai bahan

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Selain itu dapat memberikan kontribusi pada

organisasi pemerintahan sebagai bahan masukan
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bagi pengembangan organisasi Pemerintah

Kabupaten Sekadau berkaitan dengan rekrutmen

penempatan Pegawai Negeri Sipil agar sesuai

dengan kebutuhan.

B. Kerangka Teori dan Metodologi

1. Kerangka Teori

Menurut Dessler (dalam Sutrisno, 2009:4)

manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah

“suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan

seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau

sumber daya manusia dari posisi seorang

manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan,

pelatihan, pengimbalan, dan penilaian”. Sedangkan

menurut Sutrisno (2009;6) “MSDM dapat juga

merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan,

pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan

SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu

maupun organisasi”. Manajemen sumber daya

manusia menurut Mangkunegara (2011:2) adalah

“... sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan

sumber daya yang ada pada individu (pegawai)”.

Pengelolaan dan pendayagunaan dikembangkan

secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi

dan pengembangan pegawai. Memiliki sumber

daya manusia yang berkualitas dalam arti

memenuhi tuntutan kompetensi jabatan untuk

merealisasi visi dan misi dari suatu organisasi

dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara nomor 12 tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, pengertian

“analisis jabatan adalah proses pengumpulan,

pencatatan, pengolahan dan penyusunan data

jabatan menjadi informasi jabatan”. Analisis

jabatan tersebut akan menghasilkan informasi

jabatan berupa uraian jabatan dan syarat jabatan.

Uraian jabatan merupakan data-data yang

meliputi nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar

jabatan, urain tugas, bahan kerja, tanggung jawab,

wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan

kerja, dan resiko bahaya.  Syarat jabatan

merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh

PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau

memangku jabatan.syarat jabatan terdiri dari

pangkat/golongan ruang, pendidikan, kursus/diklat,

pengalaman kerja, pengetahuan kerja, ketrampilan

kerja, bakat kerja, temperamen kerja minat kerja,

upaya fisik, kondisi fisik dan fungsi pekerja.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang

pengangkatan PNS dalam suatu  jabatan struktural

sebagaimana  telah di ubah dengan PP nomor 13

tahun 2002, menyatakan bahwa a) Jabatan karier

adalah jabatan struktural dan fungsional yang

hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil

setelah memenuhi syarat yang ditentukan; b)

Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan

pangkat tertentu; dan c) Pengangkatan Pegawai

Negeri sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan

berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan

kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat

yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat

objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin,

suku, agama, ras atau golongan.

PP nomor 100 tahun 2000 Pasal 5 mengatur

persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan

struktural adalah :

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil.

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu)

tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.

c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang

ditentukan.

d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir.

e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan

sehat jasamani dan rohani.

Hasibuan (2005:64) menjelaskan bahwa

penempatan karyawan harus didasarkan pada job

description dan job specification yang telah
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ditentukan serta berpedoman kepada prinsip

“Penempatan orang-orang yang tepat pada tempat

yang tepat dan penempatan orang yang tepat  untuk

jabatan yang tepat” atau “ The right man in the

right place and the right man behind the right job”.

Berdasarkan Job Description dan Job Specification

selanjutnya mencari atau memilih pekerja atau

pegawai yang sesuai dengan krtieria tersebut.

Dengan melihat dan mempertimbangkan deskripsi

jabatan dan spesifikasi jabatan bisa membantu

pemerintah daerah terutama Kepala Daerah sebagai

bahan pertimbangan keputusan perekrutan dan

seleksi baik sebagai CPNS maupun jabatan

struktural dan fungsional tertentu, penilaian kinerja

pegawai, dengan penilaian kinerja yang baik maka

akan menjadi bahan evaluasi jabatan berupa

keputusan penggajian, serta dapat menjadi

pertimbangan peningkatan kemampuan pegawai

berupa pemberian pendidikan dan pelatihan.

Melalui analisis jabatan yang baik dan benar

akan berakibat pada penempatan pegawai yang

didasarkan pada prinsip the right man on the right

place. Maka dari itu akan didapatkan kondisi SDM

aparatur sesuai dengan yang diharapkan Renstra

Kepegawaian Nasional 2005-2009, yaitu setiap

aparatur pemerintah diharapkan mampu untuk

untuk profesional: dalam arti memiliki kompetensi

sesuai tuntutan jabatan, memiliki wawasan yang

luas, memiliki dedikasi yang tinggi dan memiliki

minat pada tugas jabatannya;  netral dan akuntabel;

dan sejahtera.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

deskriptif melalui paradigma kualitatif. Adapun

subjek dalam penelitian ini Sekretariat Daerah

Kabupaten Sekadau yang terdiri dari Sekretaris

Daerah, Kepala Kantor Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Sekadau, Kepala Bagian Organisasi dan

Kasubbag Formasi dan Anjab Bagian Organisasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan

observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara

serempak. Selanjutnya teknik keabsahan data pada

penelitian ini adalah teknik triangulasi dan saturasi

data. Hal ini dimaksudkan agar tercapai titik jenuh

dalam pengumpulan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Hasil Analisis Jabatan dengan

Penempatan dan Kekosongan Jabatan

Analisis jabatan merupakan kegiatan yang

dilakukan untuk memperoleh data jabatan dan

mengolahnya menjadi informasi jabatan dan

menyajikannya bagi kepentingan program

kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan

perencanaan diklat. Dalam organisasi pemerintahan

yang mendasari penempatan saat ini adalah analisis

jabatan. Analisis jabatan akan menghasilkan uraian

jabatan dan persyaratan jabatan. Dari analisis

uraian jabatan maka akan diketahui syarat

jabatannya baik syarat pendidikan, pengalaman

kerja, pangkat/ golongan ruang, maupun diklat

yang harus diikutinya dalam memangku jabatan.

Merujuk PP Nomor 100 Tahun 2000

mengatur persyaratan untuk dapat diangkat dalam

jabatan struktural maka persyaratan jabatan yang

dibahas pada penelitian ini adalah kepangkatan,

pendidikan dan diklat dalam jabatan. Secara

keseluruhan hasil analisis jabatan belum sesuai

dengan persyaratan jabatan: pangkat/golongan

ruang, pendidikan, dan diklat dalam jabatan.

Jabatan struktural eselon IV pada

Sekretariat Daerah terdiri dari 24 jabatan yang

terdiri dari 3 sub bagian di 8 bagian organisasi.

Dari keseluruhan jabatan yang ternyata masih

terdapat beberapa jabatan yang kosong.

Berdasarkan data pegawai di atas diketahui bahwa

terdapat 2 jabatan struktural eselon IV di

Sekretariat Daerah yang kosong yaitu Subbagian

Pembinaan dan Dokumentasi Hukum Bagian
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Hukum dan HAM dan Subbagian Pengembangan

Sosial Bagian Kesejahteraan Sosial.

Penyebab utamanya adalah keterbatasan SDM dan

kuantitas PNS di lingkungan Sekretariat Daerah.

Untuk mengatasinya pemerintah berupaya melalui

mempersiapkan SDM sejak dini, rekrutmen

pegawai yang ada, dan penunjukkan pelaksana

tugas (Plt).

2. Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian tentang

Analisis Jabatan Aparatur Pemerintah Daerah di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau

terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui antara

lain keterbatasan dalam pelaksanaan wawancara,

hal ini dikarenakan subjek penelitian yang sulit

ditemui karena kesibukan yang banyak. Selain itu

terdapat keterbatasan data penelitian karena data

yang ada banyak belum akurat, masih

menggunakan data lama.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan

terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat

Daerah Kabupaten Sekadau yang telah

mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian

di tempat tersebut dan telah banyak memberikan

bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini

dapat terselesaikan.
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